


Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Jakarta, Februari 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya
penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019
telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan
wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2019. Selain itu, laporan kinerja juga merupakan alat
penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu
sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Sebagaimana unit kerja lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,
sejak tahun 2016 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah menerapkan
metode Balanced Scorecard (BSC) atau sekarang dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja
Maritim (SIK-M) sebagai satu pilihan alat untuk mengelola kinerja organisasi. Dengan metode
tersebut kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur berdasarkan
capaian atas Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan
Jasa tahun 2019 telah ditetapkan 5 (lima) SS yang diukur dengan 8 (delapan) IKU. SS dan IKU
tersebut merupakan penjabaran dari tiga perspektif pendekatan Balanced Scorecard, yakni
Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective.

Pada tahun 2019 ini terdapat 12 (dua belas) Rancangan Kebijakan sebagaimana dinilai
melalui pencapaian IKU yang dijanjikan untuk dapat dicapai. Untuk penyerapan anggaran per
31 Desember 2019 terealisasi anggaran sebesar Rp 19.170.773.530, - atau sebesar 97,8
persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 19.600.036.000,-. Penyerapan anggaran yang
terjadi pada tahun 2019 ini lebih tinggi dengan tahun 2018. Hal ini menunjukan performance
perencanaan anggaran mengalami peningkatan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang

baik.
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Akhirnya semoga laporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa serta sebagai bentuk akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/
Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa selama tahun 2019.
Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan
berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang

pengelolaan sumber daya alam dan jasa.

Pit. DEPUTI BIDANG KOORDINASI

SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

AGUNG KUSWANDONO
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan
kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Dengan tujuan untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku
pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan
kinerja secara berkesinambungan, maka Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
menyusun laporan kinerja tahun 2019. Laporan kinerja ini dalam penyusunannya mengacu
pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan penerapan manajemen kinerja Sistem Informasi
Kinerja Maritim (SIK-M) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun
2019 memuat 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dengan tiga perspektif pendekatan Balanced
Scorecard, yakni Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth
Perspective. Terdapat 1 (satu) SS yang merupakan bagian dari Customer Perspective yang
terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) P
Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman Sesuai Target; (2) Ocean
Health Index; dan (3) Persentase Rekomendasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang SDA dan
Jasa yang Menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator. Sebagai bagian dari
Internal Business Process Perspective telah ditetapkan 2 (dua) SS yang terdiri dari 2 (dua) IKU,
yakni: (1) Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa
yang dihasilkan; dan (2) Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya. Sebagai bagian dari Learning
and Growth Perspective terdapat 2 (dua) SS yang terdiri dari 3 (tiga) IKU, yakni: (1) Nilai Evaluasi
Internal (AKIP); (2) Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan; dan (3) Persentase Realisasi
Anggaran).

Berdasarkan ke-8 IKU tersebut, capaian kinerja rata-rata Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2019 adalah sebesar 101,85%. Pada IKU 1: Persentase

Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman Sesuai Target memperoleh realisasi
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capaian sebesar 94,84% dari target >85%. Pada IKU 2: Ocean Health Index memperoleh
realisasi capaian sebesar 65 dari target >68. Pada IKU 3: Persentase Rekomendasi dan
Pengendalian Kebijakan Bidang SDA dan Jasa yang Menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan
Menteri Koordinator memperoleh realisasi capaian sebesar 100% dan memenuhi target. Pada
IKU 4: Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang
dihasilkan memperoleh realisasi capaian sebanyak 12 (dua belas) rancangan kebijakan dan
memenuhi target. Pada IKU 5: Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya memperoleh realisasi
capaian sebesar 100% dan memenuhi target. Pada IKU 6: Nilai Evaluasi Internal (AKIP) tercapai
71,04 dari target 265 dan memenuhi Pada IKU 7: Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan
memperoleh realisasi capaian sebesar 95,42% dari target 100% dan belum memenubhi target
yang diperjanjikan. Pada IKU 8 Persentase Realisasi Anggaran memperoleh realisasi capaian
sebesar 97,80% dan memenuhi target sesuai yang diperjanjikan sebesar >95%.

Adapun pada pencapaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun 2018 ini berupa 12
(dua belas) Rancangan Kebijakan dan Rancangan Pengendalian Kebijakan. Pencapaian tersebut
adapun didukung oleh adanya input pendanaan, yakni anggaran efektif sebesar Rp.
19.600.036.000,- dengan realisasi Rp 19.170.773.530,- atau sebesar 97,8 dari pagu. Realisasi
ini meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 83,39%. Hal ini menunjukan performance
perencanaan anggaran mengalami peningkatan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang
baik.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, pencapaian kinerja pada tahun 2019
cenderung sama dimana mampu mencapai angka lebih dari 100%. Hal ini ditandai dari rata-
rata capaian yang dihasilkan pada tahun 2018 mencapai 103,2%, sedangkan rata-rata capaian
yang dihasilkan pada tahun ini mencapai 101,85%. Secara umum, tugas pokok Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah berjalan dengan sangat baik dibandingkan tahun
2018. Bila dilihat lebih lanjut pada dasarnya pencapaian kinerja 2018 pada Sasaran Strategis
Customer Perspektif dan Internal Process Perspektive yang merupakan tugas pokok Deputi
Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah tercapai 100%. Di satu sisi, Sasaran
Strategis Learning and Growth Perspektive mencapai target kinerja tahun 2019 ini mencapai
102,55% khususnya pada realisasi anggaran yang jauh membaik daripada tahun 2018. Hal ini
mengindikasikan adanya perbaikan yang signifikan dari sisi perencanaan dan tata kelola. Bila
ditelaah lebih lanjut faktor pendukungnya adalah: Pertama, penetapan indikator pada

Learning and Growth Perspective nilai AKIP jauh melonjak dibandingkan periode sebelumnya
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yang menggambarkan kinerja lebih terukur dan berkualitas, selain itu, kuantitas dan bobot
program dan kegiatan pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018; ketiga,
mekanisme koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa semakin baik dan dinamis; keempat, aplikasi SIK-M sebagai
generasi baru dari aplikasi BSC telah membantu untuk memudahkan monitoring dan evalusi
kinerja; kelima, peningkatan fasilitas dan personil dengan tambahan pegawai.

Untuk semakin meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2019, direkomendasikan untuk
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Memperhatikan secara penuh tingkatan dan
kualitas output yang telah diperjanjikan pada tahun 2020 karena pada tahun 2020 akan mulai
diterapkan nomenklatur kementerian yang baru, sehingga tuntutan pengumpulan data,
analisis dan sistematika perancangan kebijakan akan semakin komprehensif dan tajam. (2)
Melakukan pemenuhan terhadap sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun
kuantitas sesuai dengan kebutuhan analisis jabatan. (3) Melakukan integrasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan antar Asisten Deputi lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya
Alam dan Jasa (4) Perbaikan terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan yang khususnya
meliputi volume dan lokasi pelaksanaan kegiatan prioritas sehingga meminimalisir potensi
perlunya revisi anggaran. (5) Fokus pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan
bagian dari target perjanjian kinerja. (6) Perbaikan pada proses administrasi keuangan minimal
pada level Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
dengan penerbitan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengajuan pembayaran, tata cara

revisi anggaran dan SOP lain yang dianggap perlu.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia terdiri dari lima pilar
utama sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13
November 2014 dalam 9% East Asia Summit di Myanmar. Kelima pilar utama tersebut, yakni:
pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; komitmen menjaga dan mengelola
sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut; komitmen mendorong
pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; melaksanakan diplomasi maritim
untuk membangun kerjasama di bidang kelautan; dan membangun kekuatan pertahanan
maritim. Kebijakan pembangunan ‘Poros Maritim Dunia’ ini kemudian disampaikan lagi oleh
Presiden Joko Widodo pada bulan April 2016 dalam sidang IMO MEPC ke-69 di London.

Sebagai langkah perwujudan target tersebut, maka dibentuklah Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dalam kabinet kerja. Tugas utama kementerian koordinator ini adalah
untuk mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan bidang kemaritiman
sehingga terjadi sinergi diantara Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan untuk
mengurangi dan atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Untuk mencapai
Indonesia sebagai poros maritim dunia, pembangunan bidang kemaritiman akan
dilaksanakan dengan fokus pada kedaulatan maritim, sumber daya alam dan jasa,
infrastruktur kemaritiman dan sumber daya manusia, IPTEK, dan budaya maritim.

Fokus pembangunan maritim dijabarkan lebih lanjut dalam struktur organisasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Khusus untuk melaksanakan tugas
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di
bidang sumber daya alam dan jasa, dibentuk unit organisasi eselon | Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Diharapkan dengan pembentukan unit organisasi ini
akan menghilangkan hambatan dan kendala dalam pembangunan kemaritiman khususnya
dalam upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan jasa kemaritiman.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan pengelolaan dan nilai
tambah sumber daya alam dan jasa yang berkelanjutan telah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019. Renstra
memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Ada empat sasaran
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strategis Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam upaya mendorong pencapaian
pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang berkelanjutan. Pertama, meningkatnya nilai
tambah sumber daya alam dan jasa maritim secara berkelanjutan. Kedua, tersedianya
rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa. Ketiga, terselesaikannya tugas
tambahan lainnya di bidang sumber daya alam dan jasa. Keempat, Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik. Kelima, terkelolanya anggaran secara optimal.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka program dan kegiatan Deputi
Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selanjutnya ditekankan pada perwujudan
tugas dan fungsi unit kerja Asisten Deputi lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya
Alam dan Jasa. Terdapat empat program dan kegiatan utama pada Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa. Pertama, peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian
kebijakan sumber daya hayati. Kedua, peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian
kebijakan sumber daya mineral, energi, dan non konvensional. Ketiga, peningkatan
koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan jasa kemaritiman. Keempat, peningkatan
koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim.

Selanjutnya untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Asisten Deputi tentu
tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan administrasi, tata usaha,
keuangan, dan kepegawaian dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan
pelaporan) yang disediakan oleh Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam
dan Jasa. Mempedomani Renstra Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Tahun 2015-2019, layanan kesekretariatan tersebut menitikberatkan kepada aspek sumber
daya manusia berbasis kompetensi; struktur organisasi efektif dan efisien; sistem informasi
yang terintegrasi dan ketersediaan data/informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini;
serta akuntabilitas kinerja yang baik.

Program dan kegiatan utama serta dukungan administrasi tersebut telah dituangkan
dalam dokumen rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun
2019 dan telah memperoleh alokasi anggaran di DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kemudian tercermin pada
kinerja Deputi. Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur dari
pencapaian sasaran strategis atau output/outcome program yang ditunjukkan dengan
meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang sumber daya hayati,
sumber daya mineral, energi, dan non konvensional, jasa kemaritiman, pengelolaan
lingkungan dan kebencanaan maritim secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program
kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (outputs) yang
dihasilkan oleh unit kerja eselon Il lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan
Jasa. Untuk mengukur kinerja tersebut langkah awalnya adalah menetapkan kinerja tahunan
yang ingin dicapai dari sasaran strategis Deputi berikut indikator kinerjanya. Untuk tahun
2019 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam
dan Jasa, pejabat eselon Il, pejabat eselon lll, dan pejabat eselon IV.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen vyang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
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rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus ditetapkannya perjanjian kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja memuat
sasaran strategis, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun berkenaan.
Target kinerja ini selanjutnya perlu dipantau pencapaiannya. Dengan kata lain, setelah
perjanjian kinerja ditetapkan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Mulai tahun 2016, pengukuran kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
telah menggunakan sistem Balanced Scorecard (BSC) atau sekarang lebih dikenal sebagai
Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). SIK-M merupakan sistem pengukuran kinerja yang
memungkinkan suatu organisasi untuk menterjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis
menjadi aksi yang terukur. Kelebihan pengukuran kinerja dengan menggunakan SIK-M adalah
tidak hanya mengukur kinerja secara tradisional dari sisi keuangan saja tetapi juga dari sisi
internal business process, learning and growth, dan customer perspective. Meskipun belum
optimal dikarenakan masih rendahnya pemahaman mengenai pentingnya penggunaan SIK-M
dalam pengukuran kinerja dan keterbatasan personil untuk mengelola sistem ini, pada tahun
2017 seluruh unit kerja eselon Il lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan
Jasa telah menerapkan sistem SIK-M ini. Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban
kinerja, hasil pengukuran kinerja ini secara berkala (triwulan) dan tahunan dituangkan dalam
bentuk dokumen laporan kinerja.

Tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi,
laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan
transparansi, alat kendali, dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja
semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Selain
itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Sekretaris Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: SKEP. 4/SESMENKO/MARITIM/VIII/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 dan
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor:
36/DII/MARITIM/IX/2016 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya
Alam dan Jasa Tahun 2015-2019.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
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terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa. Dalam melaksanakan tugas tersebut

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan
jasa;

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu
di bidang sumber daya alam dan jasa;

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan pengelolaan sumber daya hayati;

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan sumber daya mineral dan energi;

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan sumber daya non konvensional;

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan industri pariwisata;

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan;

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya alam dan jasa;
dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa
Sekretariat Deputi
Bagian Program Bagian Ketatausahaan

dan Laporan

Sub Bagian Tata
Usaha

Sub Bagian Data
dan Laporan

Asisten Deputi Sumber [l Asisten Deputi Sumberdaya Asisten Deputi Jasa Asisten Deputi

Mineral, Energi, dan
Nonkonvensional

Lingkungan dan
Kebencanaan Maritim

Daya Hayati Kemaritiman

Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Hayati

Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Mineral

Bidang Pengelolaan

Bidang Jasa Kepelabuhan T e e

Bidang Pengembangan
Produk Sumber Daya
Hayati

Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Energi

Bidang Pengelolaan
Bidang Pariwisata Bahari Kebencanaan Maritim
Bidang Pelestarian
Keanekaragaman
Hayati

Bidang Pengelolaan
Sumber Daya
Nonkonvensional

. Bidang
Bidang Pemanfaatan Perlindungan Laut

Ruang Laut

Kelompok
Jabatan
Fungsional

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa didukung oleh
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lima unit organisasi eselon Il yang terdiri dari satu Sekretariat Deputi dan empat Asisten
Deputi yakni Asisten Deputi Sumber Daya Hayati; Asisten Deputi Sumber Daya Mineral,
Energi dan Non Konvensional; Asisten Deputi Jasa Kemaritiman; dan Asisten Deputi
Lingkungan dan Kebencanaan Maritim. Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi
eselon Il dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Sekretariat Deputi
Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi
perencanaan dan kegiatan serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur
organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Deputi menyelenggarakan
fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran deputi;

b. Pengelolaan sistem informasi;

c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi deputi;

d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. Penyusunan data dan laporan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

2. Asisten Deputi Sumber Daya Hayati

Asisten Deputi Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber
daya hayati kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten
Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan
sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati dan
pelestarian keanekaragaman hayati;

b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan
produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati;

c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di
bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya
hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

3. Asisten Deputi Mineral , Energi dan Non Konvensional

Asisten Deputi Mineral, Energi dan Non Konvensional mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang sumber daya energi, mineral dan non konvensional. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Sumber Daya Energi, Mineral dan
Non Konvensional menyelenggarakan fungsi:
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a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan
sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan
sumber daya non konvensional;

b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan
sumber daya energi, dan pengelolaan sumber daya non konvensional;

c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di
bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan
pengelolaan sumber daya non konvensional.

4. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jasa
kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Jasa
Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang jasa kepelabuhanan,
jasa pariwisata bahari, dan pemanfaatan ruang laut;

b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari, dan
pemanfaatan ruang laut;

¢. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di
bidang jasa kepelabuhan, jasa pariwisata bahari, dan pemanfaatan ruang laut.

5. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di
bidang lingkungan dan kebencanaan maritim. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan
lingkungan dan kebencanaan maritim;

b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim;

c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di
bidang pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim.
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C. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa mempunyai aspek strategis untuk menjamin meningkatnya
pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam. Aspek strategis ini dicapai melalui
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber
daya hayati, pengelolaan sumber daya mineral, energi dan non konvensional, pengelolaan
jasa kemaritiman dan pengelolaan aspek lingkungan dan kebencanaan kemaritiman dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana
Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Rencana Strategis Deputi
Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019. Sehubungan dengan hal
tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis di bidang
sumber daya alam dan jasa diarahkan untuk mempercepat:

1. Peningkatan sinergi tata kelola sumber daya hayati secara berkelanjutan;

2. Peningkatan pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya mineral, energi, dan non
konvensional yang ramah lingkungan dan mengutamakan kepentingan nasional;

3. Berkembangnya jasa kemaritiman yang inovatif dan berdaya saing global; dan
Peningkatan kualitas lingkungan maritim dan terwujudnya tata kelola kebencanaan
maritim yang terpadu.

Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan
tercapainya kinerja target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang
sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Strategis berikut:

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa;

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa; dan

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi

Sumber Daya Alam dan Jasa.

D. Isu Strategis

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa berperan dalam mewujudkan
tercapainya peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam melalui
penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, dan perbaikan kebijakan di bidang
pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Deputi
Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, maka program kerja dan kegiatan ditekankan
pada:

1. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan sumberdaya hayati;
Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan sumber daya
mineral, energi, dan non konvensional;

3. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan jasa kemaritiman;
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4,

Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan lingkungan dan
kebencanaan maritim.

Keempat program kerja dan kegiatan ini adalah program dan kegiatan unit eselon Il

pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Program dan kegiatan tersebut

di atas selanjutnya dijabarkan menjadi kebijakan strategis tahun 2019 sebagai berikut:

1.

L oo N Uk wWwN

e
= O

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.

29.

Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati;

Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati;

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan;
Koordinasi Promosi Kebijakan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan;
Koordinasi Kebijakan pengelolaan kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
Koordinasi Kebijakan Komisi Nasional Terumbu karang Indonesia;

Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Minerba;

Kebijakan Tata Kelola Garam;

Pengendalian Kebijakan Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi;

. Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi;
. Pengendalian Kebijakan Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan

dalam Bauran Energi;

Koordinasi Kebijakan Efisiensi dan Konservasi Energi untuk bangunan pemerintah;
Pengendalian Kebijakan Pemenuhan Energi bagi Pembangunan Kemaritiman;
Pengendalian Kebijakan Penurunan Angka Dwelling Time;

Koordinasi Kebijakan Penerapan Indonesia Nasional Single Window (INSW)
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

Koordinasi Kebijakan Revitalisasi Pelabuhan;

Koordinasi Kebijakan Kemudahaan Kunjungan Wilsata ke Indonesia;

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata;

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Marina;

Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional;

Koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi Terkait Pemanfaatan Ruang Laut;
Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Laut;

Koordinasi Kebijakan BMKT dan Pengembangan Museum/Wisata Shipwerck;
Koordinasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam
Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu;

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kebencanaan Maritim;
Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah
Kaca dan Dampak Perubahan Iklim;

Koordinasi Upaya Pengendalian Kebijakan Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Indonesia;

Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Mensejahterakan
Rakyat;
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30. Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Tim Nasional dan Membangun Tim
Daerah;
31. Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2019. Celah kinerja (performance gap)
dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (performance
results) pada tahun 2019 dengan rencana kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan
sebagai tolak ukur keberhasilan.

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah
sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, identifikasi aspek strategis
dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.

b. Bab Il: Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar
dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam
dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis,
target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

c. Bab IlI: Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa disertai dengan analisis keberhasilan
pencapaian kinerja Sasaran Strategis untuk periode tahun 2019 berikut dengan
realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.

d. Bab IV: Penutup. Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan
terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
untuk periode tahun 2019. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan bagi
tahun selanjutnya.
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Dalam mengemban tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam
dan Jasa mempunyai visi menjadi unit organisasi pelaksana koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif, efisien, transparan,
akuntabel dan berkelanjutan.

Visi ini merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai unit
organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam rangka
memberikan dukungan terhadap tujuan kementerian. Visi tersebut mempunyai makna
bahwa koordinasi dan sinkronisasi di bidang peningkatan pengelolaan dan nilai tambah
sumber daya alam dan jasa merupakan proses menyatukan pemikiran dan tindakan
dalam mewujudkan pencapaian tujuan unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Daya Alam dan Jasa. Di sisi lain, pengendalian merupakan proses pemantauan kegiatan
untuk memastikan kesesuaian rencana yang dilakukan dan proses mengoreksi setiap
penyimpangan yang berarti. Fungsi ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan unit
organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang dilakukan melalui
penerapan nilai-nilai dasar unit organisasi yakni efektif, efisien, transparan, akuntabel,
dan berkelanjutan.

Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian harus memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya
pencapaian peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam dan jasa.
Efisien menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dilakukan
dengan menggunakan sumber daya secara cermat, akurat dan optimal serta mengacu
kepada kebutuhan organisasi. Selanjutnya, transparan dan akuntabel berarti adanya
kewajiban pelaporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada pihak terkait
yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan keterbukaan. Berkelanjutan
mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif
agar tercipta sinergi antara para pemangku kepentingan sehingga tercipta pengelolaan
sumber daya alam dan jasa yang berkesinambungan.
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2. Misi

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, diperlukan tindakan nyata yang sesuai
dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam menjaga dan
memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya
alam dan jasa. Misi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk
mewujudkan misinya adalah:

a. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan dan
pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa lintas
Kementerian/Lembaga;

b. Melaksanakan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara
berkelanjutan;

c. Mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung
pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan
jasa.

3. Tujuan

Secara umum tujuan unit organisasi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
adalah untuk mewujudkan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa
kemaritiman yang berkelanjutan melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan
jasa. Secara khusus, tujuan organisasi dengan mempedomani visi dan misi adalah sebagai
berikut:

a. Memastikan agar proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan
pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa telah dilaksanakan
dengan baik, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya
kepentingan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakan;

b. Memastikan agar proses perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya
alam dan jasa selalu didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/
Lembaga yang akurat;

c. Memaksimalkan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa
secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumber
daya alam dan jasa kemaritiman;

d. Memastikan agar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber
daya alam dan jasa didukung dengan administrasi kegiatan dan tata kelola
pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh sumber daya manusia berbasis
kompetensi dan integritas tinggi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas,
prosedur administrasi yang sederhana, struktur organisasi yang efektif dan efisien
serta akuntabilitas kinerja yang baik.
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Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila pelaksana kebijakan/program
sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa mempunyai
komitmen vyang tinggi dalam meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dengan
mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja
di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang telah ditetapkan dalam Renstra
Kementerian dapat diwujudkan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan sasaran
pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif dan
berkelanjutan dapat tercapai.

Tujuan unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019) dan merupakan
bagian integral dari tujuan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang disusun
dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan yang
dihadapi organisasi ke depan.

4. Sasaran Strategis
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memenuhi harapan stakeholder, unit

organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyusun Sasaran
Strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang sumber daya alam
dan jasa.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya
Alam dan Jasa dapat dirangkum dan disajikan dalam tabel 2.1 berikut.
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Tabel 2.1
Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019

Visi: Menjadi unit organisasi pelaksana koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program

Misi 1: “Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan
jasa lintas Kementerian/ Lembaga.”

- Memastikan agar proses Terwujudnya - Pengembangan jejaring, - Menyiapkan bahan Program

koordinasi dan sinkronisasi koordinasi dan kerjasama, sinergi dan komunikasi kebijakan bidang Koordinasi dan
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perumusan, penetapan dan sinkronisasi antar sektor dan Kementerian/ pengelolaan sumber Sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan perumusan, Lembaga terkait. daya alam dan jasa Kebijakan
pengelolaan sumber daya penetapan dan - Mengkoordinasikan dan kemaritiman dengan Bidang Sumber

alam dan jasa telah
dilaksanakan dengan baik,
efektif dan efisien dengan
mempertimbangkan sebesar-
besarnya kepentingan
masyarakat umum dalam
pengambilan kebijakan.
Memastikan agar proses
perumusan kebijakan bidang
pengelolaan sumber daya
alam dan jasa kemaritiman
selalu didukung dengan data

pelaksanaan
kebijakan di bidang
Sumber Daya Alam
dan Jasa yang
didukung dengan
data dan informasi
lintas Kementerian/
Lembaga yang
akurat.

mengumpulkan data dan
informasi lintas Kementerian/
Lembaga.

menyusun database/
dashboard sumber daya  Jasa
alam dan jasa

kemaritiman.
Mengembangkan

kerjasama antar

Kementerian/ Lembaga

terkait dalam bidang
pengelolaan sumber

daya hayati, sumber

daya mineral, energi

dan non konvensional,
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dan informasi lintas
Kementerian/ Lembaga yang
akurat.

jasa kemaritiman dan
kebijakan lingkungan
dan kebencanaan
maritim.

Misi 2 : “Melaksanakan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan”.

Memaksimalkan pengendalian
kebijakan bidang sumber daya
alam dan jasa secara
berkelanjutan sehingga dapat
memberikan nilai tambah
terhadap sumber daya alam dan
jasa kemaritiman.

Terwujudnya
pengendalian
kebijakan bidang
sumber daya alam
dan jasa secara
berkelanjutan

Fokus pada monitoring dan - Mengembangkan SOP
evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang pengelolaan sumber daya - Mengembangkan sistem
alam dan jasa kemaritiman; pelaporan monitoring
Monitoring dan evaluasi diikuti dan evaluasi berbasis
dengan pelaporan kinerja yang teknologi informasi.
memiliki karakteristik simpel,

akurat dan cepat sehingga dapat

menggambarkan pencapaian

pelaksanaan kebijakan beserta

tantangan dan hambatannya.

monitoring dan evaluasi.

Program
Pengendalian
Kebijakan
Bidang Sumber
Daya Alam dan
Jasa

Misi 3 : “Mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan

pengendalian sumber daya alam dan jasa.”

Memastikan agar pelaksanaan Terwujudnya tata

koordinasi, sinkronisasi dan kelola pemerintahan
pengendalian sumber daya alam | yang baik pada
dan jasa didukung dengan Deputi Bidang

Koordinasi Sumber

Daya Alam dan Jasa.

administrasi kegiatan dan tata
kelola pemerintahan yang baik
dengan ditopang oleh sumber

daya manusia berbasis
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Merencanakan pengembangan - Menyusun arah

organisasi; pengembangan
Menyusun budaya dan nilai-nilai organisasi;
organisasi; - Mendefinisikan,
Meningkatkan produktivitas mengembangkan dan
karyawan dan kualitas kerja; menginternalisasi
Meningkatkan komitmen budaya organisasi;

karyawan sehingga dapat - Membangun

Program
Pelayanan
Kesekretariatan
Deputi Bidang
Koordinasi
Sumber Daya
Alam dan Jasa
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kompetensi dan integritas tinggi memotivasi kinerja yang baik.

yang berkomitmen terhadap - Meningkatkan tata kelola
pelaksanaan tugas, prosedur administrasi umum dan keuangan;
administrasi yang sederhana, - Meningkatkan akuntabilitas
struktur organisasi yang efektif pelaporan.

dan efisien serta akuntabilitas
kinerja yang baik.

Sumber: Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019
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kompetensi berbasis visi
Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya
Alam dan Jasa;
Menyusun SOP dan
sistem administasi
umum, kepegawaian
dan keuangan;
Menyusun SOP
pelaporan.
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B. Target Kinerja

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
disebutkan bahwa tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Selanjutnya pada level eselon |,
terdapat dua tugas utama. Tugas utama pertama adalah koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan yang terdiri dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan kemaritiman. Hasil kinerja
utama dari koordinasi dan sinkronisasi adalah rumusan kebijakan dan perbaikan kebijakan.
Tugas utama kedua adalah pengendalian pelaksanaan kebijakan. Pengendalian adalah proses
membandingkan kesesuaian dengan rencana atau proses mengkoreksi setiap penyimpangan
yang berarti. Hasil kinerja utama dari pengendalian adalah rekomendasi tindakan.

Gambar 2.1
Jenis Keluaran Menurut Kegiatan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

m
KEBUAKAN b rumusay N
KEMARITIMAN KEBUAKAN
'KOORDINASI&
SINKRONISASI
: B KEBUAKAN  PERBAIKAN
FRLAEAR A KEMARITIMAN KEBLIAKAN
] B KEBUAKAN  REKOMENDASI
PENGENDALIAN  PELAKSANAAN sl oA g

TUGAS LAINNYA KINERJA LAINNYA

FUNGSI _ OBYEK
LAINNYA*) LAINNYA

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016.
Keterangan: * dapat berupa penugasan khusus.

Selain tugas utama, Deputi dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa
penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman maupun dari
Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 2.1 menjelaskan jenis keluaran
menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman maupun pada level eselon I.

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur dari pencapaian
sasaran strategis atau outcome program yang ditunjukkan dengan meningkatnya
pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan sumber daya
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hayati, sumber daya mineral, energi, dan non konvensional, jasa kemaritiman,
pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim secara optimal. Meningkatnya
pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-
keluaran (outputs) yang disampaikan oleh unit eselon Il di lingkungan Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Target kinerja yang ditetapkan unit eselon | merupakan identifikasi dan analisis
kebutuhan pelanggan (customers) baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya
(outcome). Untuk mewujudkan hasil (outcome) dimaksud, unit eselon | menugaskan unit
eselon Il sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran (output). Unit eselon
Il mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses
kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Gambar 2.2
Alur Keluaran Kegiatan
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
PERLU EFFORT MENGUBAH OUTPUT MENJADI OUTCOME -» PERAN PIMPINAN

BIDANG -

DEPUTI

* BAHAN * RUMUSAN * REKOMENDASI * KEBUAKAN & * KEBIAKAN &
KEBUAKAN KEBUAKAN KEBUAKAN PROGRAM PROGRAM

MENKO PEMERINTAH

* REKOMENDASI DAN/ATAU KL

MENKO

\ )
MENGOLAH/ MENETAPKAN
MENGANALISIS/ DAN
MERUMUSKAN MELAKSANAKAN

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016.

Gambar 2.2 menjelaskan mengenai alur keluaran kegiatan pada Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mulai level bidang sampai level pemerintah dan
Kementerian/glembaga. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dimulai dari unit eselon Ill (bidang). Unit ini
berfungsi untuk menghimpun bahan kebijakan. Bahan kebijakan ini selanjutnya diolah,
dianalisis, dan dirumuskan menjadi rumusan kebijakan pada level unit eselon Il (asisten
deputi). Rumusan kebijakan yang dihasilkan tersebut dipilah dan disusun menjadi
rekomendasi kebijakan deputi. Rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh deputi,
selanjutnya dibawa ke level Menteri Koordinator. Pada level ini, rekomendasi tersebut
ditetapkan menjadi kebijakan atau program Kementerian Koordinator atau menjadi
rekomendasi Menteri Koordinator untuk menjadi kebijakan dan program pemerintah dan
atau Kementerian/Lembaga.
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Output kebijakan dapat berupa kebijakan regulatif yang berarti dalam bentuk
peraturan perundang-undangan. Keluaran kebijakan regulatif dapat dibagi menjadi lima
tingkatan sebagai berikut:

1. Kebijakan internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kebijakan ini
berbentuk Keputusan atau Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

2. Kebijakan Kementerian/Lembaga terkait, yakni berupa Keputusan Menteri,
Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan sebagainya.

3. Kebijakan Presiden, yakni berupa Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan
atau Instruksi Presiden.

4. Kebijakan nasional, yakni berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah
maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

5. Kebijakan pada level regional dan internasional, yakni berupa konvensi, resolusi
dan perjanjian internasional.

Tingkatan keluaran kebijakan regulatif tersaji pada gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3
Tingkatan Keluaran Kebijakan Regulatif

#5

#4 ‘ | Kebijakan Regional
dan Internasional:

‘ | = Konvensi

#3 Kebijakan Nasional:
SUU Resolusi
Kebijakan Presiden Perpu Perjanjian Itnl
= Keppres PP
Kebijakan K/L
Perpres
#1 Terkait P
Inpres
= Kepmen
Kehikanan Internal Permen
Menteri
Koordinator Pergub
= Kepmenko, di
Permenko

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016.

Berdasarkan kepada alur keluaran dan tingkatan keluaran kebijakan regulatif
sebagaimana telah dipaparkan serta dengan berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran
dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selama periode 2015-2019
yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun indikator kinerja dan target yang ingin
dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Sasaran strategis dan
indikator kinerja berikut target selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel 2.2 berikut.
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Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis/ IKU
2015

Sasaran Strategis (Outcome) 1

Terwujudnya koordinasi dan

sinkronisasi perumusan, penetapan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Sumber Daya Alam dan Jasa

Indikator

1. Jumlah rekomendasi kebijakan 8
bidang sumber daya alam dan
jasa yang diselesaikan;

2. Persentase rekomendasi/ 80 %
rancangan kebijakan yang
ditindaklanjuti

Sasaran Strategis (Outcome) 2

Terwujudnya pengendalian

pelaksanaan kebijakan di bidang

sumber daya alam dan jasa

Indikator

1. Jumlah pengendalian 3
implementasi kebijakan bidang
sumber daya alam dan jasa

2. Persentase hasil pemantauan 70 %
dan evaluasi atas pelaksanaan
kebijakan di bidang sumber daya
alam dan jasa yang
ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis (Outcome) 3

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik pada Deputi

Bidang Koordinasi Sumber Daya

Alam dan Jasa.

Indikator

1. Jumlah dokumen tentang
perencanaan program dan
anggaran, laporan kinerja serta 1
teknis pada Deputi Bidang

Laporan Kinerja Tahun 2019

2016

80 %

70 %

Target
2017

80 %

80 %

2018 2019

85 % 90 %

85 % 90 %
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Koordinasi Sumber Daya Alam
dan Jasa.
2. Persentase ketepatan waktu
penyelesaian dokumen 80 % 80 % 90 % 100 % 100 %
perencanaan program dan
anggaran serta teknis pada
Deputi Bidang Koordinasi
Sumbern Daya Alam dan Jasa.
3. Jumlah dokumen bidang tata 1 1 1 1 1
usaha dan pelaporan.
4. Persentase ketepatan waktu
penyelesaian administrasi 80 % 80 % 90 % 100 % 100 %
kepegawaian, penyelesaian
layanan urusan keuangan,
penyelesaian layanan tata
naskah, arsip dan dokumentasi,
laporan keuangan, dan tindak

lanjut LHP.
Sumber: Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Pada prinsipnya penyusunan perjanjian kinerja sedikitnya
memiliki lima tujuan. Pertama, perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara
penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja aparatur. Kedua, untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Keempat,
sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi
atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Terakhir, sebagai dasar dalam
penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2019, dengan tujuan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dan
dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada bulan
Januari 2019 telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman selaku pemberi amanah dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam
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dan Jasa untuk tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut memuat 5 (lima) Sasaran Strategis
(SS) dengan tiga perspektif pendekatan SIK-M, yakni Customer Perspective, Internal Process
Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Terdapat 1 (satu) SS yang merupakan
bagian dari Customer Perspective dan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang
selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang
Maritim Sesuai Target; (2) Ocean Health Index; dan (3) Persentase Rekomendasi Kebijakan
Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan Menteri
Koordinator.

Pada bagian dari Internal Business Process Perspective terdapat 2 (dua) SS yang masing-
masing terdiri dari 1 (satu) IKU. SS yang pertama, yakni tersedianya rancangan kebijakan
bidang sumber daya alam dan jasa dengan IKU-nya, yaitu jumlah rancangan kebijakan bidang
sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya pada SS yang kedua, yakni
terselesaikannya tugas tambahan lainnya di bidang sumber daya alam dan jasa yang
diberikan pimpinan dengan IKU-nya, yaitu persentase penyelesaian tugas lainnya.

Pada bagian dari Learning and Growth Perspective terdapat 2 (dua) SS. SS yang pertama
adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dengan IKU-nya, yakni (1) Nilai
Evaluasi Internal (AKIP); dan (2) Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan. Kemudian SS
yang kedua adalah terkelolanya anggaran secara optimal dengan IKU-nya, yakni persentase
realisasi anggaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2019

Customer Perspective
S§S.1  Meningkatnya Nilai 1. | Persentase Produksi Sumber Daya 85%
Tambah Sumberdaya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman
Alam dan Jasa Sesuai Target
Maritim ?eca ra 2.  Ocean Health Index 68
Berkelanjutan
3. | Persentase Rekomendasi dan 100%

Pengendalian Kebijakan Bidang SDA
dan Jasa yang Menjadi Dasar
Penerbitan Kebijakan Menteri
Koordinator

Internal Business Process Perspective

§S.2  Tersedianya 4.  Jumlah Rancangan Kebijakan dan 12
Rekomendasi Pengendalian Bidang Sumber Daya
Kebijakan Bidang Alam dan Jasa yang dihasilkan
Sumber Daya Alam
dan Jasa
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S§S.3  Terselesaikannya 5. | Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya 100%
Tugas Tambahan
Lainnya di Bidang
Sumber Daya Alam
dan Jasa yang
diberikan Pimpinan

Learning And Growth Perspective

S$S.4 Terwujudnya Tata 6.  Nilai Evaluasi Internal (AKIP) >65
kelola Pfemerlntahan 7. | Persentase Nilai Ketaatan 100%
yang Baik .
Penyampaian Pelaporan
SS.5 Terkelolanya 8. | Persentase Realisasi Anggaran >85
Anggaran Secara
Optimal

Sumber: Dokumen Perjanjian Kerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa, 2019.

D. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya)
terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala
(triwulan) dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Jasa tahun 2019 dihitung dengan formulasi untuk masing-masing IKU sebagai berikut:

IKU 1: Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim Sesuai Target

IKU 1 dihitung dengan cara membandingkan persentase produksi sumber daya alam
dan jasa yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan
target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah
sebagai berikut:

Realisasi
Indeks Capaian = ——— x 100 %
Target

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna
dan interpretasi indeks capaian IKU 1 adalah:

X<50% 50% < X<80% 80 % <X <100 %

Tidak memenuhi target Belum memenuhi target Memenuhi target

IKU 2: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
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IKU 2 dihitung dengan cara membandingkan jumlah Ocean Health Index yang
dilaksanakan para pemangku kepentingan dibandingkan dengan target triwulan atau
tahunan pada perjanjian kinerja. Indeks capaian IKU ini dihitung dengan formula:

Realisasi

Indeks Capaian = ——— x 100 %
Target

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna
dan interpretasi indeks capaian IKU 2 adalah:

X<50% 50% < X<80% 80 % <X <100 %

Tidak memenuhi target Belum memenuhi target Memenuhi target

IKU 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi
Kebijakan Menteri Koordinator

IKU 3 ini dihitung sesuai persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan
jasa setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya.
Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

Realisasi

Indeks Capaian = ——— x 100 %
Target

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna
dan interpretasi indeks capaian IKU 3 adalah:

X<50% 50 % < X< 80 % 80 % <X <100 %

Tidak memenuhi target Belum memenuhi target Memenuhi target

IKU 4: Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa
yang Dihasilkan

Pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, ditargetkan jumlah rancangan kebijakan
bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 12 (dua
belas) rancangan kebijakan. Pencapaian IKU ini dapat dihitung dengan formula sebagai
berikut:
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) Realisasi
Indeks Capaian = ———— x 100 %
Target

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna
dan interpretasi indeks capaian IKU 4 adalah:

X<50% 50 % < X<80% 80 % < X <100 %

Tidak memenuhi target Belum memenubhi target Memenuhi target

IKU 5: Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya

IKU 5 ini dihitung sesuai persentase penyelesaian tugas lainnya setiap triwulan atau tahun
yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah
sebagai berikut:

) Realisasi
Indeks Capaian = —— x 100 %

Target
Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna
dan interpretasi indeks capaian IKU 5 adalah:

X <50 % 50 % < X< 80 % 80 % <X <100 %

Tidak memenuhi target Belum memenuhi target Memenuhi target

IKU 6: Nilai Evaluasi Internal (AKIP)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, ditargetkan nilai Evaluasi
AKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 adalah sebesar
265 atau kategori B. Interpretasi dari nilai AKIP ini adalah Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah
baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit
perbaikan.
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IKU 7: Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan

Perhitungan capaian IKU 7 dilakukan dengan menghitung jumlah persentase nilai ketaatan
penyampaian pelaporan (triwulan atau tahunan) kemudian membandingkannya dengan
target kinerja. Pencapaian IKU ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Realisasi

Indeks Capaian = ——— x 100 %
Target

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna
dan interpretasi indeks capaian IKU 7 adalah:

X<50% 50% < X< 80 % 80 % <X <100 %

Tidak memenuhi target Belum memenuhi target Memenuhi target

IKU 8: Persentase Realisasi Anggaran

Perhitungan capaian IKU 9 dilakukan dengan menghitung persentase realisasi anggaran
(triwulan atau tahunan) kemudian membandingkannya dengan target kinerja. Pencapaian
IKU ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Realisasi

Indeks Capaian = ———— x 100 %
Target

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna
dan interpretasi indeks capaian IKU 9 adalah:

X<50% 50% < X< 80 % 80 % < X <100 %

Tidak memenuhi target Belum memenubhi target Memenuhi target
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BAB IlI

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk kepentingan akuntabilitas kinerja maka hal pertama yang harus dilakukan adalah
mengukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk setiap
pernyataan kinerja Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut SS. Untuk setiap pernyataan
kinerja SS tersebut kemudian dilakukan analisis capaian kinerja. Analisi capaian kinerja dapat
dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja periode yang sama;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode ini dengan

periode lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan periode ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara
berkala (triwulan) dan tahunan. Adapun formulasi pengukuran kinerja untuk masing-masing
IKU telah dipaparkan pada Bab terdahulu.

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menetapkan 5
(lima) SS dengan tiga perspektif pendekatan balance scorecard (BSC), yakni Customer
Perspective, Internal Business Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective.
Terdapat 1 (satu) SS yang merupakan bagian dari Customer Perspective dan terdiri dari 3
(tiga) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Persentase Produksi
Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim Sesuai Target; (2) Ocean Health Index; dan (3)
Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi Dasar
Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator. Pada Internal Business Process Perspective
terdapat 2 (dua) SS dengan masing — masing satu IKU yaitu: (1) Jumlah Rancangan Kebijakan
dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang dihasilkan dan (2) Persentase
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Penyelesaian Tugas Lainnya. Terakhir, pada Learning and Growth Perspective terdapat 2
(dua) SS dan terdiri dari 2 (dua) IKU pada SS keempat dan 1 (satu) IKU pada SS kelima yaitu:
(1) Nilai Evaluasi (AKIP);

(2) Presentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan dan;

(3) Persentase Realisasi Anggaran.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk Periode Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET Capaian
PROGRAM TAHUNAN Realisasi %
2019 2019
Customer Perspective
$§S.1 Meningkatnya 1 Persentase Produksi 85% 94,84% 111,58%
Nilai Tambah Sumber Daya Alam
Sumberdaya dan Jasa Bidang
Alam dan Jasa Kemaritiman Sesuai
Maritim Secara Target
Berkelanjutan 2 Ocean Health Index 68 65 95,59%
3 Persentase 100% 100% 100%
Rekomendasi dan
Pengendalian
Kebijakan Bidang
SDA dan Jasa yang
Menjadi Dasar
Penerbitan
Kebijakan Menteri
Koordinator
Internal Business Process Perspective
§S.2 Tersedianya 4  Jumlah Rancangan 12 12 100%
Rekomendasi Kebijakan dan
Kebijakan Bidang Pengendalian Bidang
Sumber Daya Sumber Daya Alam
Alam dan Jasa dan Jasa yang
dihasilkan
S§S.3 Terselesaikannya 5 Persentase 100% 100% 100%

Tugas Tambahan
Lainnya di Bidang
Sumber Daya
Alam dan Jasa
yang diberikan
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Lainnya
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Pimpinan

Learning And Growth Perspective

S$S.4 Terwujudnya Tata 6 Nilai Evaluasi 265 71,04 109,29%
kelola Internal (AKIP)
Pemeé'?iaha” 7 Persentase Nilai 100% 95,42%  95,42%
yang bal Ketaatan
Penyampaian
Pelaporan
SS.5 Terkelolanya 8 Persentase Realisasi >95% 97,80% 102,95%
Anggaran Secara Anggaran
Optimal
CAPAIAN KINERJA RATA — RATA 101,85%

Pada Tabel 3.1 ditampilkan target dan capaian kinerja masing — masing sasaran
strategis (SS). Pada SS 1 IKU 1 terdapat target Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan
Jasa Bidang Maritim sebesar 85% sedangkan SS 1 IKU 2 Ocean Health Index (OHI) terdapat
target sebesar 68. Customer Perspective SS 1 IKU 3 terkait Persentase Rekomendasi Kebijakan
Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi Kebijakan Menteri Koordinator terdapat
target sebesar 100%. SS 2 IKU 4 pada Internal Business Process Perspective yang merupakan
Cascading dari SS 1 IKU 3 yaitu Jumlah Rancangan Kebijakan Dan Pengendalian Bidang
Sumber Daya Alam dan Jasa yang Dihasilkan dengan target tahunan sebanyak 12 dokumen
kebijakan. IKU 5 yaitu terdapat persentase penyelesaian tugas lainnya ditargetkan sebanyak
100%. Selain itu terdapat target pada Learning and Growth Perspective SS 4 IKU 6 terkait
Penilaian Evaluasi Internal (AKIP) ditargetkan mencapai 265 dan IKU 7 Persentase Nilai
Ketaatan Penyampaian Pelaporan terdapat target sebesar 100%. Selain itu pada SS 5 IKU 8
Persentase Realisasi Anggaran ditargetkan terealisasi sebesar 295 %.

Pada saat berakhirnya tahun 2019 ini dilaporkan bahwa pada Customer Perspective IKU
1 realisasi Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim 94,84%, IKU 2
realisasi Ocean Health Index (OHI) terdapat target sebesar 65, IKU 3 terkait Persentase
Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi Kebijakan Menteri
Koordinator terdapat target sebesar 100%. Pada Internal Business Process Perspective, IKU 4
Jumlah Rancangan Kebijakan Dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang
Dihasilkan dengan target tahun 2019 sebanyak 12 dokumen, IKU 5 Persentase Penyelesaian
Tugas Lainnya sebesar 100%. Pada Learning and Growth Perspective IKU 6 terkait Penilaian
Evaluasi Internal (AKIP) tercapai sebesar 71,04 dan IKU 7 Persentase Nilai Ketaatan
Penyampaian Pelaporan tercapai sebesar 95,42%. Selain itu pada IKU 8 Persentase Realisasi
Anggaran ditargetkan terealisasi sebesar 97,80%. Secara keseluruhan rata — rata capaian
kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 sebesar 101,85%.
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Untuk dokumen kebijakan yang telah dicapai pada tahun 2019 disajikan lengkap pada

Tabel 3.2. Tabel ini menginformasikan jenis keluaran (bukti kinerja) yang dihasilkan oleh

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

1.

Tabel 3.2

Capaian dan Jenis Keluaran (Bukti Kinerja)
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Untuk Periode Tahun 2019

Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang dihasilkan

Koordinasi Kebijakan
Pengelolaan Potensi
Sumberdaya Hayati

Koordinasi Kebijakan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi Keanekaragaman
Hayati

Koordinasi Kebijakan
Pengembangan Produk Hasil
Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Tata Kelola Garam

Pengendalian Kebijakan
Aksesibilitas Energi

Pengendalian Kebijakan
Peningkatan Peranan Energi
Baru dan Energi Terbarukan
dalam Bauran Energi
Koordinasi Kebijakan
Pengembangan Destinasi
Strategis Pariwisata
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Rancangan Kebijakan tentang Perumusan Kebijakan Hari
Nelayan Nasional

Kertas Kerja Kebijakan tentang Rencana Pembangunan
Industri Ikan Hias Nasional

a. Ringkasan Kebijakan tentang Implementasi Low Budget
Natural Farming (LBNF)

b. Terbitnya Surat Menteri  Koordinator  Bidang
Kemaritiman RI Nomor B-
1815/MENKO/MARITIM/A3.01.00/1X/2019 perihal
Implementasi  Low Budget Natural Farming pada
tanggal 9 September 2019

a. Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) tentang Swasembada
Garam Nasional melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi
Lahan Pergaraman

b. Terbitnya Surat Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman RI perihal Pembangunan dan
Pengembangan Komoditas Pergaraman Nasional pada
tanggal 6 Maret 2019

b. Terbitnya Nota Dinas Deputi perihal Penyampaian
kembali konsep surat keputusan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman tentang Tim Kerja Percepatan
Pembangunan dan Pengembangan Komoditas
Pergaraman Nasional pada tanggal 17 Juni 2019

a. Ringkasan Kebijakan tentang Pengendalian Kebijkan
Aksesibilitas Energi

b. Terbitnya Surat Deputi Nomor  B.279/Deputi
[I/Maritim/IX/2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Rakor
Debottlenecking Perizinan Pemerintah Daerah untuk
Pelaksanaan Program BBM Satu Harga.

Ringkasan Kebijakan tentang Pengendalian Kebijakan,

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Peranan Energi

Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi

a. Ringkasan Kebijakan tentang Pengembangan Destinasi
Strategis Pariwisata

b. Draft Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan
Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru
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c. Draft Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan
Pariwisata Wakatobi

8. Koordinasi Kebijakan Tata a. Ringkasan Kebijakan tentang Tata Ruang Laut Nasional
Ruang Laut Nasional b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)
c. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor
B- 1230/MENKO/MARITIM/HK.01.02/VII/2019 kepada
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas perihal Penyampaian Usulan Peta Tematik
Bidang Kemaritiman pada 17 Juli 2019

9. Kebijakan Pengembangan Ringkasan Kebijakan Pengembangan Marina
Marina

10. Kebijakan Terkait Koordinasi Ringkasan Kebijakan Terkait Koordinasi Dan Monitoring
Dan Monitoring Implementasi Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka
Kebijakan Dokumen RZWP3K Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu

Dalam Rangka Pengelolaan
Kawasan Pesisir Secara

Terpadu

11. Kebijakan Terkait Koordinasi Ringkasan Kebijakan Terkait Strategi Rehabilitasi Pesisir dan
Kebijakan Rehabilitasi Pesisir Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak
Dan Laut, Pengurangan Emisi Perubahan lklim

Gas Rumah Kaca Dan Dampak
Perubahan lklim

12. Pengendalian Implementasi a. Ringkasan Kebijakan tentang Pengendalian
kebijakan Pencemaran Limbah Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut
Di Laut b. Pedoman Kriteria Pelabuhan Berwawasan Lingkungan

(Green Port Guidelines)

Data di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Daya Alam dan Jasa sampai dengan akhir tahun 2019 untuk IKU 3 dan IKU 5 adalah sebesar
100 persen. Jika dibandingkan dengan total Jumlah Rancangan (Sub IKU) yang ditargetkan
selama tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa secara
keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2019 telah menghasilkan sebanyak 12 dari 12 jumlah
rancangan kebijakan dan pengendalian.

Pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan didukung oleh adanya input pendanaan
yakni pagu anggaran efektif sebesar Rp. 19.600.036.000,- dengan realisasi Rp
19.170.773.530,- atau sebesar 97,8 persen.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja untuk setiap SS diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan,
permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Gambaran hasil pengukuran
kinerja SS dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1. Pada kinerja 2019 ini jumlah keluaran rancangan kebijakan sejumlah 12 rancangan
kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan pada tahun tahun 2019 ini lebih sedikit jika
dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sejumlah 12 rancangan kebijakan dan 4
pengendalian kebijakan.

2. Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan capaian kinerja pada tahun ini, maka
hasil diperoleh yang sangat baik yakni capaian kinerja rata-rata sebesar 102,39 % pada
customer perspective sedangkan pada internal business process perspective sebesar
100%. Pada Learning and Growth Perspective rata — rata mencapai 102,55%. Walaupun
rata — rata nilai mencapai diatas 100% tetapi terdapat dua IKU yang bernilai dibawah
100% vyaitu (2) Ocean Health Index dan (7) Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian
Pelaporan.

3. Sepanjang periode tahun 2019 ini seluruh rancangan kebijakan yang outputnya
dihasilkan selesai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

4. Pada Internal Bussiness Process Perspective, terdapat 12 (tiga) dokumen kebijakan yang
menjadi target sepanjang tahun 2019. Pada Tabel 3.3 disajikan target dan realisasi Sub
IKU untuk SS 1 Cascading ke SS 2 untuk periode Triwulan IV tahun 2019.

Tabel 3.3
Target dan Capaian Sub IKU untuk SS 1 Cascading ke SS 2
Triwulan IV Tahun 2019

1 Koordinasi Kebijakan
Pengelolaan Potensi X Sesuai target
Sumberdaya Hayati
2 Koordinasi Kebijakan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi Keanekaragaman ®
g
Hayati
3 Kebijakan Tata Kelola Garam

Sesuai target

X Sesuai target

4 Koordinasi Kebijakan
Pengembangan Produk Hasil X Sesuai target
Kelautan dan Perikanan

5 Pengendalian Kebijakan )
Aksesibilitas Energi ® Sesuai target

6 Pengendalian Kebijakan
Peningkatan Peranan Energi ®
Baru dan Energi Terbarukan
dalam Bauran Energi

Sesuai target

7 Koordinasi Kebijakan
Pengembangan Destinasi 059) Sesuai target
Strategis Pariwisata

8 Koordinasi Kebijakan Tata )
Ruang Laut Nasional ® Sesuai target
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9 Pengendalian Implementasi

kebijakan Pencemaran 059) Sesuai target
Limbah Di Laut

10 Kebijakan Pengembangan 09 Sesuai target
Marina

11 Kebijakan Terkait Koordinasi 9 Sesuai target

Dan Monitoring
Implementasi Kebijakan
Dokumen RZWP3K Dalam
Rangka Pengelolaan
Kawasan Pesisir Secara
Terpadu

12 Kebijakan Terkait Koordinasi X Sesuai target
Kebijakan Rehabilitasi Pesisir
Dan Laut, Pengurangan Emisi
Gas Rumah Kaca Dan
Dampak Perubahan Iklim

Keterangan :
(O Realisasi Kinerja
x Target Kinerja

&) Realisasi dan Target Kinerja Sesuai

Proses pelaksanaan, permasalahan dan penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian
empat Sub IKU sebagaimana tersaji pada tabel 3.3 dapat dianalisis sebagai berikut:

(1) Sub IKU 4.1 : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati

Dalam penyelenggaraan perikanan masih banyak terdapat konflik yang dialami
nelayan seperti konflik di wilayah perbatasan antara nelayan Indonesia dengan nelayan
asing. Konflik ini ditengarai oleh pembagian wilayah tangkapan dimana banyak sekali
kapal penangkapan ikan asing yang melakukan pemanfaatan perikanan di wilayah
perairan Indonesia. Hal ini disebabkan belum optimalnya rencana tata ruang dan rencana
zonasi dalam sektor perikanan untuk perikanan tangkap. Selain itu, terdapat
permasalahan akibat banyak peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan,
sehingga menambah masalah dan konfik yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya
alam di laut. Keterbatasan armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal
berukuran kecil menjadi suatu permasalahan yang dialami oleh nelayan, karena hal ini
menyebabkan jangkauan wilayah penangkapan ikan menjadi terbatas sehingga jumlah
tangkapan yang didapat menjadi sedikit. Permasalahan lain yang sering dihadapi nelayan
yaitu dalam proses perizinan baik perizinan usaha penangkapan ikan maupun perizinan
kapal perikanan, tidak heran jika angka kemiskinan terbesar berada pada kawasan pesisir
dengan persentase sebesar 24% dari angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu
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perlunya penetapan Hari Nelayan Nasional sebagai bentuk apresiasi dan dukungan
program pemberdayaan.

Dalam rangka menyelesaikan isu utama tersebut Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Daya Alam dan Jasa melaksanakan beberapa upaya strategis melalui serangkaian rapat
koordinasi. Beberapa rekomendasi yang hasilkan adalah
1. Pentingnya perhatian Pemerintah untuk penghargaan terhadap jasa nelayan dengan

menetapkan hari nelayan nasional berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek

yaitu:

a) Aspek Pertahanan dan Keamanan: peran nelayan sebagai sumber informasi aparat
penegak hukum, komponen cadangan penegakan pertahanan di laut, tanpa kenal
lelah menguasai dan menjaga lautan untuk pertahanan dan keamanan ibu pertiwi.

b) Aspek Hukum: nelayan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang
perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak
garam. Selanjutnya, hari nelayan nasional perlu ditetapkan dengan keputusan
presiden mengingat selama ini belum ada aspek legalitasnya.

c) Aspek Ketahanan Pangan: peran nelayan untuk menyediakan sumber pangan
bergizi, sumber protein hewani dalam mendukung ketahanan pangan, namun
disisi lain nelayan masih miskin, sehingga perlu perhatian dan perjuangan semua
pihak.

d) Aspek Ekonomi: peran nelayan dalam meningkatkan produksi perikanan,
menciptakan peluang usaha industri perikanan yang akan meningkatkan devisa
dan perekonomian nasional.

e) Aspek Sosial: meningkatkan harkat dan martabat nelayan. Pranata nelayan pada
saat ini masih menempatkan nelayan pada strata sosial yang masih
termarginalkan, sedangkan peran nelayan lebih utama dalam penyediaan pangan
nasional. Sehingga perlunya penghargaan untuk meningkatkan harkat dan
martabat nelayan

f) Aspek Budaya: sangat beragamanya tradisi peringatan diberbagai daerah dalam
bentuk perayaan atau ceremony local yang mencerminkan kearifan lokal masing-
masing daerah, untuk membangkitkan semangat dan rasa kesatuan antar nelayan.

g) Aspek Politik: nelayan merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia yang
memiliki aspirasi dalam berdemokrasi.

h) Aspek Lingkungan: nelayan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan
dan menjaga ekosistemnya.

i) Aspek llmu Pengetahuan dan Teknologi: pengembangan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang masih rendah dalam usaha perikanan, sehingga
perlu menggugah stake-holders untuk dapat meningkatkan kemampuan IPTEK
nelayan.
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2. Mayoritas peserta Rapat Finalisasi Penetapan Hari Nelayan Nasional menyepakati
tanggal 21 Mei diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden menjadi Hari
Nelayan Nasional

(2) Sub IKU 4.2 : Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
Permasalahan pertanian dan krisis pangan yang ada saat ini di dunia maupun
khususnya Indonesia diantaranya biaya yang tinggi, resiko produksi dan pemasaran,
kerawanan pangan, migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan,penurunan fungsi
ekosistem, serta perubahan iklim yang memburuk. Karena itu diperlukan program yang
dapat mengurangi permasalahan yang ada tersebut melalui pengembangan produk-
produk sumberdaya hayati organik.

Pemerintah telah mencanangkan "Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045
(LPD-45)", dan dalam rangka mendukung hal tersebut Pemerintah telah membuat peta
jalan swasembada pangan 2016-2045. Peta jalan itu menjadi acuan bagi Indonesia untuk
meningkatkan produksi bahan pangan sehingga secara perlahan impor bisa diturunkan.
Serta untuk menyongsong visi tersebut Institut Pertanian Bogor pada tahun 2018 mulai
mengenalkan konsep Agro-Maritim 4.0, sebuah konsep yang bertujuan untuk
memberikan kontribusi bagi pertanian dan kelautan untuk mendukung Visi Indonesia
2045.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam rangka mendukung Visi
Indonesia 2045 tersebut pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan benchmarking
dan implementasi project Zero Budget Natural Farming (ZBNF) berkoordinasi dan
bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan
pilot project program tersebut.

Zero Budget Natural Farming (ZBNF) adalah program yang mengedukasi para petani
untuk tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam pertanian. Mengadopsi pendekatan
agroecology, ZNBF menghindarkan petani dari beban biaya tinggi akibat penggunaan
bahan kimia, sekaligus meningkatkan kesehatan petani dan lingkungan melalui produk
organik yang dihasilkan. Pemerintah Andhra Pradesh, India sendiri telah
mengimplementasikan program ini sejak 2016 dengan melibatkan 40.000 petani. Jumlah
ini berkembang menjadi 523.000 orang petani pada 2018. Program ZBNF, berhasil
meningkatkan produksi padi di Andhra Pradesh hingga 15%, kacang tanah 26%,
sedangkan kapas 10%.

Berdasarkan informasi penanganan pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat, limbah
pertanian ternyata juga penyumbang polusi yang dialirkan menuju ke laut dan danau,
sehingga ZBNF menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai
salahsatu upaya mengurangi polusi di perairan. Pengurangan penggunaan zat kimia
dalam pertanian, akan menurunkan polusi cemaran kimia ke laut dan danau. Lokasi pilot
project LBNF adalah di Kabupaten/Kota sekitar Danau Toba. Danau Toba merupakan
salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia yang terindikasi tercemar airnya akibat dari

Laporan Kinerja Tahun 2019 Halaman |34




kegiatan budidaya keramba jaring apung dan juga praktek pertanian konvensional di
lereng sekitar Danau Toba.

Terkait isu tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Rapat Koordinasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Penguatan Kerjasama Implementasi
Project Low Budget Natural Farming (LBNF) tanggal 17 Mei 2019 di Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman mengarahkan kepada Menteri Pertanian, Bupati, dan
perwakilan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah sebagai berikut:

(1) Menko Bidang Kemaritiman mengarahkan kepada para Bupati agar
mensosialisasikan Project Low Bugdet Natural Farming kepada para petani di Danau
Toba agar dapat merubah pola pikir petani.

(2) Menko Bidang Kemaritiman menginginkan untuk segera mengimplementasikan
pilot project LBNF. Selain itu, Menko Bidang Kemaritiman juga telah membicarakan
tentang LBNF ini bersama Menteri Pertanian RI.

(3) Menko Bidang Kemaritiman mengintruksikan untuk segera membuat rancangan
Pilot Project Low Bugdet Natural Farming.

(4) Menko Bidang Kemaritiman memerintahkan kepada Tenaga Ahli Menko Bidang
Ekonomi Kemenko Bidang Kemaritiman untuk segera menganalisis LBNF dan
menghitung kebutuhan anggaran yang dapat dialokasikan untuk LBNF.

(5) Menko Bidang Kemaritiman setuju untuk dibuat contoh Pilot Project di Samosir atau
di Humbang Hasundutan, dan untuk disusun model business sebagai acuan bagi
daerah.

Selain itu, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Menteri
Pertanian Nomor: B- 1815/MENKO/MARITIM/A3.01.00/1X/2019 perihal Implementasi
Low Budget Natural Farming (LBNF), disampaikan hal-hal berikut:

1) Upaya percepatan implementasi LBNF dilaksanakan melalui pengiriman delegasi
tenaga ahli LBNF dari India ke Indonesia, yang bertujuan untuk melatih tenaga
penyuluh berasal dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah
Propinsi/Kabupaten di Sumatera Utara.

2) Kerangka kerjasama pengiriman delegasi LBNF berdasarkan Memorandum of
Understanding (MoU) between The Government of the Republic of Indonesia and
The Government of The Republic of India on Cooperation in The Field of Agriculture
and Allied Sector tertanggal 1 Desember 2008. Executing agency dari MoU
dimaksud adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian
Pertanian Republik India.

3) Pembiayaan pengiriman tenaga ahli dari India ke Indonesia sebagaimana disebutkan
pada Pasal lima MoU serta penyelenggaraan Training of Trainer (ToT) bagi para
penyuluh pertanian yang bertugas mensukseskan implementasi LBNF di sekitar
Danau Toba, perlu didukung penganggaran dari Kementerian Pertanian selaku
Kementerian teknis.

4) Percepatan pengiriman delegasi dilaksanakan pada awal Oktober 2019, sehingga
terkait
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(3) Sub IKU 4.3 : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman
Hayati

Indonesia mempunyai keanekaragaman ikan hias yang melimpah dengan potensi
sedikitnya 400 spesies ikan hias air tawar dan 650 spesies ikan air laut. Demikian juga
dengan kekayaan karang hias (koral) dan tanaman hias air yang dimiliki Indonesia. Potensi
ikan hias yang melimpah dan kondisi alam yang sangat mendukung ini, membuka peluang
bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor non migas, khususnya komoditas ikan hias,
terbuka lebar.

Keanekaragaman ikan hias Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara
eksportir ikan hias dunia. Semangat Indonesia menjadi produsen ikan hias nomor satu di
dunia merupakan sebuah mimpi yang harus diwujudkan. Keindahan dan keanekaragaman
ikan hias Indonesia merupakan modal awal mewujudkan mimpi tersebut. Namun disisi
lain masih terdapat kendala-kendala yang perlu dipecahkan oleh pemerintah dan para
pemangku kepentingan lainnya. Oleh karenanya, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya
Alam dan Jasa melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap
pembangunan industri ikan hias dengan melibatkan kementerian teknis terkait dan
pemerintah daerah agar Indonesia dapat menjadi produsen sekaligus eksportir ikan hias
nomor satu di dunia pada tahun 2021.

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Industri lkan Hias Nasional 2020-2024
menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka mendongkrak potensi ikan hias
Indonesia. Rencana Aksi Nasional ini berisi langkah-langkah strategis dalam
pembangunan industri ikan hias Indonesai dan akan menjadi acuan bagi semua
pemangku kepentingan, baik K/L di tingkat pusat (KKP, KLHK, LIPI, Kemdag, Kemenhub,
Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendikbud, Kementerian Perindustrian), Pemerintah
Daerah (terutama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sentra Produksi Ikan Hias), Pembudidaya
dan Eksportir, serta Asosiasi. Untuk memperkuat dasar pelaksanaan, maka Rencana Aksi
Nasional Pembangunan Industri Ikan Hias akan diintergrasikan dan menjadi lampiran dari
Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia 2020 — 2024.

(4) Sub IKU 4.4 : Kebijakan Tata Kelola Garam

Produksi komoditas garam secara nasional masih belum dapat dikatakan ideal. Hal ini
dikarenakan oleh beberapa faktor permasalahan yang masih melingkupi pada sektor hulu
maupun hilir dalam rangkaian proses produksi garam. Di tengah potensi sumber daya
alam yang melimpah dan mendukung proses produksi garam, permasalahan garam
menjadi sebuah ironi yang kiranya perlu untuk segera diidentifikasi dan diselesaikan
permasalahannya.

Garam merupakan salah satu komoditas strategis yang penggunaannya sangat luas
bagi kehidupan manusia. Kebutuhan mengenai garam selama ini dapat dibedakan
menjadi dua jenis yakni, garam industri dan konsumsi. Pada kebutuhan industri (NaCl di
atas 97%), garam dapat dimanfaatkan pada industri kimia, aneka pangan dan minuman,
farmasi dan kosmetik, pengeboran minyak hingga industri kertas. Luasnya manfaat
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komoditas garam bagi dunia industri ini memberikan konsekuensi dalam dinamika bisnis

dan ekonomi. Sehingga, apabila terjadi sedikit gangguan terhadap mata rantai

distribusinya maka dapat mempengaruhi neraca perdagangan baik dalam skala lokal
ataupun nasional.
Beberapa isi utama terkait produksi garam nasional diantaranya:

a. Kurangnya jumlah produksi garam nasional. Secara kuantitas kebutuhan garam dalam
negeri selalu meningkat. Diperkirakan kebutuhan garam nasional meningkat 10
persen tiap tahunnya

b. Luas lahan produksi yang kurang. Luas tambak pergaraman nasional saat ini hanya
sekitar 26.000 ha. Sedangkan, kebutuhan lahan garam secara nasional sekitar 46.000
ha. Sehingga, saat ini dibutuhkan ekstentifikasi lahan seluas 20.000 ha untuk
mencukupi kebutuhan lahan garam nasional.

c. Seringkali harga garam di tingkat petani tidak menentu dan mengakibatkan kerugian
bagi petani garam.

d. Kualitas garam konsumsi dan industri perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan
pasar
Dalam rangka menyelesaikan isu utama tersebut Deputi Bidang Koordinasi Sumber

Daya Alam dan Jasa melaksanakan beberapa upaya strategis yaitu rapat koordinasi terkait

ekstensifikasi lahan, industri dan stok garam. Berdasarkan rangkaian rapat yang

dilaksanakan sampai dengan triwulan Il dihasilkan rancangan kebijakan terkait tata kelola
garam ini dan diimplementasikan melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
nomor  B-0433/MENKO/MARITIM/PR.00.00/111/2019  perihal pembangunan dan
pengembangan komoditas pergaraman nasional. Surat ini melampirkan pula
arahan/dukungan penyelesaian/perintah penugasan kepada menteri dan gubernur
terkait. Selain itu, bentuk pula tim kerja percepatan pembangunan dan pengembangan
komoditas pergaraman nasional untuk mendukung kebijakan tersebut. Usulan tim kerja
ini melalui Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor ND.
95/Deputi Il/Maritim/VI1/2019 perihal penyampaian kembali konsep Surat Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Kerja Percepatan Pembangunan

dan Pengembangan Komoditas Pergaraman Nasional.

(5) Sub IKU 4.5: Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi

Isu energi menjadi salah satu yang sangat menentukan dalam kerangka ekonomi
makro saat ini. Konsumsi energi fosil untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri adalah
sebesar 96% (dengan komposisi minyak bumi 48%, gas 18% dan batubara 30%) dari total
konsumsi energi nasional. Ketergantungan terhadap minyak bumi menyebabkan
Indonesia menghadapi berbagai persoalan untuk mencapai target pembangunan di
bidang energi.

Indonesia menghadapi penurunan cadangan energi fosil dan belum dapat diimbangi
dengan penemuan cadangan baru. Selain itu, persoalan lainnya yang menghambat target
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pembangunan bidang energi adalah tingginya konsumsi energi sebagai akibat dari
konsumsi energi yang tinggi karena subsidi.

Beberapa isu mengenai kebijakan aksesibilitas energi yang melibatkan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam
dan Jasa yaitu:

- BBM Satu Harga

Program BBM Satu Harga merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.
Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya harga BBM di wilayah Papua yang mencapai Rp
100.000 /liter. Tingginya harga BBM di Papua dan di wilayah timur Indonesia pada
umumnya disebabkan belum tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mencapai
wilayah tersebut. Pengiriman BBM dilakukan menggunakan pesawat udara sehingga
biaya transportasi melonjak. Untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kemenhub, Pertamina dan K/L terkait
untuk mewujudkan BBM Satu Harga di Papua dan di daerah lainnya. Program BBM Satu
Harga yang sudah terbangun dari 2017 hingga 2018 adalah 121 lokasi. Tahun 2019
direncanakan akan dibangun 34 lokasi, namun sampai saat ini yang sudah terbangun
adalah 21 lokasi dikarenakan kendala perizinan dan tata ruang. Program BBM Satu Harga
merupakan Program Prioritas Nasional dan telah diusulkan menjadi Program Strategis
Nasional (PSN) sehingga pemerintah daerah wajib untuk melakukan program tersebut
sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun kontrak
penyelesaian pembangunan bagi seluruh lokasi BBM Satu Harga Tahun 2019 adalah
Oktober 2019.

- Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Bumi

Program Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas merupakan program yang
bertujuan untuk diversifikasi energi guna mendukung ketahanan energi nasional serta
untuk meningkatkan k